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JAKARTA: Pemerintah melalui 
Kementerian BUMN diketahui 
tidak melaksanakan haknya da -
lam penawaran umum terbatas 
(rights issue) PT Bank Bukopin 
Tbk (BBKP), sehingga negara ke -
hilangan potensi penerimaan ne -
gara sebesar Rp41,6 miliar.

Kondisi itu berbeda saat Ke -
menterian BUMN mengantongi 
dana tunai Rp1 triliun dari pelak-
sanaan hak dalam rights issue  PT 
Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk (BNI) dan PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk dan kemudian 
menjual saham barunya kepada 
investor. Dana tunai itu kemudi-
an disetorkan ke APBN.

Sumber Bisnis yang mengeta-
hui hal itu mengungkapkan Ke  -
menterian BUMN di  ketahui lupa 
mengeksekusi rights issue Bu -

kopin.
ìSebenarnya Ba  ha na 

Securities telah meng-
ingatkan Ke  men terian 
BUMN agar melak-
sanakan haknya dalam 
rights issue Bukopin 
kemudian saham baru 
itu dilepas kepada in -
vestor. Namun Ke  me n-
te rian itu tidak me  nin-
daklanjuti pemberita-
huan Bahana, se  hingga 
saham pe  me rin tah ter-
dilusi, dan pe  merintah 
tidak mendapatkan apa-apa,” 
ujarnya akhir pekan lalu.

Sebelum rights issue, pemerin-
tah menguasai 16,88% saham 
atau 1,04 miliar saham di Bu -
kopin dan setelah rights issue, 
kepemilikan pemerintah terdilusi 
menjadi 14,14%.

Sementara itu, pemegang sa -
ham mayoritas di Bukopin yang 
lain, yaitu Kopelindo, Yabinstra, 

dan Kopkaindo mengeksekusi 
rights issue Bukopin dengan 
men jual 1,19 miliar hak meme-
san efek terlebih dahulu 
(HMETD) kepada underwriter, 
PT CIMB Securities In  donesia.

Satu eksekutif lainnya menga-
takan CIMB Securities untuk se -
mentara memiliki saham Bank 
Bu  kopin sebelum dialihkan ke 
investor. 

Berdasarkan data 
Kustodian Sentral 
Efek Indonesia, CIMB 
Securities tercatat se -
bagai pemegang 
14,49% atau 1,18 mi -
liar saham di Bukopin 
pada 10 Februari 2011, 
sedangkan Peme rin-
tah Indonesia tidak 
tercatat se  bagai peme-
gang saham Bu  kopin.

Dalam rights issue 
itu, Bank Bukopin me -
nerbitkan 2,05 mi  liar 

saham seri B baru atau 25% dari 
modal yang ditempatkan dan di -
setor penuh pada harga Rp520 
per saham. Setiap pemegang tiga 
saham lama berhak atas satu 
HMETD di mana satu HMETD 
berhak membeli satu saham baru. 

Direktur Keuangan Bukopin Tri 
Joko Prihanto mengatakan Ko -
pelindo, Yabinstra, dan Kop kain-
do mengantongi keuntungan 

Rp40 per sa  ham dari menjual 
HMETD kepada CIMB Securities.

Saat dikonfirmasi mengenai 
pemerintah tidak mengeksekusi 
rights issue Bu  kopin, Tri Joko 
mengungkapkan bahwa sejauh 
ini tidak ada kabar dari pemerin-
tah untuk mengeksekusi rights 
issue Bukopin, baik melalui 
mempertahankan kepemilikan 
maupun menjual HMETD.

Sementara itu, Direktur Utama 
Bahana Securities Eko Yuliantoro 
saat dikonfirmasi membenarkan 
pihaknya sebelumnya telah ber-
dis kusi dengan jajaran pejabat 
Kementerian BUMN terkait de -
ngan rights issue Bukopin.

Sekretaris Ke  menterian BUMN 
Mahmuddin Yassin mengatakan 
dirinya tidak bisa berkomentar 
dulu, karena jajaran pejabat 
BUMN sedang rapat di Istana Bo -
gor ber sama Presiden. (bambang.
jatmiko@bisnis.co.id/munir.haikal@
bisnis.co.id/wisnu.wijaya@bisnis.co.id)
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Krisis politik Timteng: Pemerintah China 
khawatir dampak negatif pergolakan politik di 
Timur Tengah me  nyebar ke negara itu sehing-
ga memblokir akses pesan singkat. (Hal. 3)

Amendemen UU BI: Legislator Komisi XI 
DPR akan mengamendemen UU BI terutama 
terkait dengan peng ajuan anggaran yang dini-
lai melebihi ke  we nangan pemerintah. (Hal. 4)

Verena raih 
utang: PT Verena 
Multifinance Tbk 
meraih pinjaman 
Rp1,1 triliun dari in  -
duk usaha persero-
an, yaitu PT Bank 
Pan Indo ne sia Tbk. 
(Hal. 5)

Pajak film: Pe   -
me    rin tah akan 
mem      berikan keri-
nganan pajak ter -
hadap film nasio-
nal dan impor 
men      jadi satu 
paket. (Hal. 6)
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Multistrada rights issue: PT Multi stra da 
Arah Sarana Tbk berencana rights issue un  tuk 
menambah modal kerja sebanyak US$50 ju ta-
US$100 juta. (Hal. f1)

Indosiar 'bertunangan': Stasiun televisi 
Indosiar dan SCTV tampaknya akan segera 
'berjodoh' karena PT In  dosiar Karya Media Tbk 
menyampaikan rencana merger. (Hal. f2)

Kontrak emas: PT Bursa Berjangka Jakarta 
meluncurkan kontrak gulir emas berdenomina-
si dolar (KGEUSD) berukuran mini. (Hal. f8)

Pansus RUU Lahan: DPR membentuk pani-
tia khusus untuk mempercepat pembahasan 
Rancangan Un  dang-Undang Peng adaan Lahan 
Untuk Ke  pentingan Umum. (Hal. i1)

Blokir SMS spam: Ope  rator telekomunikasi 
ragu memblokir pesan pen  dek sam  pah sebe-
lum ada kejelasan payung hukum. (Hal. i3)

Operasional SMAC: Maskapai Sabang 
Merauke Air Charter belum bo leh beroperasi 
sampai saat ini. (Hal. i4)

Eceran: Rp5.900
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KURS TENGAH VALAS
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EUR: 12,109.84

▲ 66.46 (0.55%)
GBP: 14,369.64

▲ 51.47 (0.36%)
HKD: 1,136.17

▼ 1.39 (0.12%)
JPY (100): 10,645.84

▲ 18.89 (0.18%)

SGD: 6,940.87

▲ 0.88 (0.01%)
USD: 8,845.00

▼ 13.00 (0.15%)
AUD: 8,960.56

▲ 2.21 (0.03%)
THB: 289.44

▲ 0.10 (0.04%)
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INDEKS SAHAM
21 Februari 2011

IHSG: 3,497.64

▼ 3.85 (0.11%)
BISNIS-27: 305.83

▲ 0.15 (0.05%)
Hang Seng: 23,485.42

▼ 109.82 (0.47%)
KLSE: 1,525.85

▲ 8.29 (0.55%)
Keterangan: *)Posisi 18 Februari 2011  

Nikkei: 10,857.53

▲ 14.73 (0.14%)
STI: 3,070.60

▼ 16.32 (0.53%)
DJIA*): 12,391.25

▲ 73.11 (0.59%)
FTSE*): 6,082.99

▼ 4.39 (0.07%)

Presiden menegur 
keras Gubernur 

DKI Jakarta karena 
program infrastruk-
tur dinilai cuma 
pepesan kosong. 
Kita berharap tegur-
an itu ditindaklanjuti 
dengan aksi kebi-
jakan yang mem -
buat proyek infra-
struktur di Jakarta 
berjalan. (Hal 11)

TAJUK

BISNIS/KELIK TARYONO

TEMBUS 8,2 JUTA UNIT: Ketua Umum Asosiasi 
Industri Sepeda Motor Indonesia Gunadi Sindhuwinata 
memberikan penjelasan dalam sebuah jumpa pers di 
Jakarta, belum lama ini. Tingginya angka penjualan sepeda 
motor di Tanah Air pada awal tahun ini membuat pelaku 
industri di sektor tersebut optimistis dapat menembus 
angka 8,2 juta unit hingga 2011.

• Pasar motor Hal. 9

NAVIGASI

Pemerintah tak eksekusi rights issue Bukopin

Infrastruktur pepesan kosong!
SBY tagih implementasi proyek transportasi di Jakarta dan daerah

OLEH TH. D. WULANDARI 

& IRSAD SATI
Bisnis Indonesia

BOGOR: Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono 

menilai rencana pemba-
ngunan proyek trans-

portasi di Jakarta yang 
digembar-gemborkan 

dalam 10 tahun terakhir 
ternyata pepesan 

kosong karena tidak 
berjalan seperti yang 

diharapkan.

Pernyataan itu disampaikan 
Presiden di hadapan peserta rapat 
kerja soal percepatan dan per-
luasan pembangunan ekonomi 
Indonesia yang dihadiri oleh 
semua anggota Kabinet Indonesia 
Bersatu II, lembaga-lembaga ter-
kait bidang ekonomi, dirut 
BUMN, dan para gubernur di 
Istana Bogor, kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi 
Bowo yang duduk berdekatan de -
ngan Kepala Negara, hanya ter-
tunduk saat disentil oleh Kepala 
Negara.

Menurut Presiden, banyak se -
kali komitmen untuk pemba-
ngunan transportasi Jakarta, tapi 
tidak berjalan. Fenomena di Ja -
karta itu bisa jadi juga banyak 
terjadi di daerah lain.

Untuk itu, Presiden meminta 
penyakit serupa itu agar dihenti-
kan dengan lebih banyak melaku-
kan implementasi program pem-
bangunan agar bisa berdampak 
nyata bagi masyarakat dan per-
ekonomian nasional.

Ketika dimintakan tanggapan 
berkaitan dengan pernyataan 
Pre siden tersebut, Ketua Dewan 
Transportasi Kota Jakarta Azas 
Tigor Nainggolan mengemuka-
kan pemerintah pusat perlu in -
trospeksi diri terhadap 17 lang-
kah atasi kemacetan Jakarta, 
daripada mengkritik kinerja Gu -
bernur DKI.

“Mana implementasi 17 lang-
kah Wapres? RPP ERP [Rancangan 
Peraturan Pemerintah Electronic 
Road Pricing] juga belum keluar. 
Harusnya membantu, bukan 
mengkritik,” ujarnya.

Menurut dia, kritikan Presiden 
SBY terhadap rencana proyek in -
frastruktur Jakarta yang di  ka ta-
kan sebagai pepesan kosong jus-
tru tidak hanya mengacu pada 
Jakarta semata, tetapi juga men-
jadi citra Indonesia.

Untuk itu, Azas Tigor me  nya-
rankan pemerintah pusat jangan 
hanya menyalahkan Pemprov 
DKI, mengingat beberapa proyek 
infrastruktur di daerah ini justru 
tersendat karena belum kelu-
arnya peraturan dari pemerintah.

Misalnya, belum dilaksanakan-

nya Perpres No. 103/2006 tentang 
Pemberian Jaminan Pemerintah 
Untuk Pembangunan Proyek Mo -
norail Jakarta. 

Ada juga PP No. 2/2006 ten-
tang Tata Cara Pengadaan Pin-
jaman dalam proyek pengerukan 
13 sungai, dan tidak adanya im -
plementasi Perpres No. 54/2008 
ten tang Kerjasama Penanganan 
Tata Ruang Jabodetabekpunjur.

Sejumlah pejabat di lingkung-
an Pemprov DKI seperti Asisten 
Pembangunan dan Lingkungan 
Hidup Sekdaprov Tauchid Cakra 
Amidjaya dan Kepala Dinas Per-
hubungan Udar Pristono enggan 
berkomentar menanggapi per-
nyataan Presiden tersebut. 

“Itu bukan level saya untuk 
mengomentari Presiden, itu level-
nya Gubernur. Saya menengah ke 
bawah saja,” ujar Pristono.

Nada pembelaan terhadap Gu -
bernur atas kritikan Presiden SBY 
juga mengalir dari anggota DPRD 
Jakarta. 

Bahkan, pemerintah pusat di -
nilai tidak bisa menyelesaikan 

per soalan yang menjadi bagian-
nya.

“Contoh Perpres No. 54/2008 
tentang Jabodetabekpunjur juga 
tidak pernah jalan. Presiden 
malah kayaknya tidak tahu hal 
itu,” ujar anggota DPRD DKI dari 
Komisi D (Bidang Pembangunan), 
Muhammad Sanusi.

Ingkar janji
Selain itu, Presiden Yudhoyono 

juga menyoroti investor yang ga -
gal memenuhi komitmen investa-
si yang dinilainya menjadi salah 
satu penyakit dalam kegiatan 
pembangunan nasional.

Lebih parah lagi, ujar Kepala 
Ne  gara, para investor sudah men-
dapatkan hak yang bersifat khu-
sus, tapi tidak menjalankan ke -
giatan investasi yang dijanjikan.

“Investor ingkar janji atau ga -
gal memenuhi komitmen investa-
si. Ada investasi di jalan tol hing-
ga perkebunan, yang tidak berge-
rak saja sudah dikasihkan hak-
nya,” katanya.

Menurut SBY, praktik itu sama 

saja dengan mengunci peluang 
bisnis bagi pihak lain yang dam-
paknya merugikan rakyat. “Tidak 
dijalankan, terkunci, rakyat tidak 
dapat apa-apa. Rencana me  le   set. 
Ini penyakit,” katanya lagi.

Presiden meminta masalah itu 
harus ditindaklanjuti agar tidak
merugikan pembangunan nasio-
nal karena adanya penyanderaan 
peluang kegiatan ekonomi yang 
semestinya bisa dikembangkan 
ka  lau diserahkan kepada pihak 
lain.

Ketua Asosiasi Tol Indonesia 
(ATI) Fatchur Rochman mengata-
kan pihaknya tidak merasa men-
dapat hak istimewa dari pemerin-
tah.

Menurut dia, mandeknya pem-
bangunan proyek jalan tol dise-
babkan oleh tidak adanya regula-
si yang mengatur pembebasan 
lahan untuk kepentingan umum. 
Padahal persoalan pengadaan 
lahan menjadi kunci uta ma 
dalam pelaksanaan pembangun-
an infrastruktur.

Dia mengatakan sulitnya pro-

ses pengadaan lahan tersebut 
membuat proyek-proyek jalan tol 
menjadi tidak layak, sehingga 
per bankan juga enggan membe-
rikan dukungan pembiayaan, pa -
dahal 70% sumber pembiayaan 
proyek tersebut berasal dari per-
bankan.

Fatchur menuturkan dua kom-
ponen penting dalam pemba-
ngunan jalan tol yaitu dukungan 
pengadaan lahan dan pembiaya-
an perbankan selama ini masih 
belum memberi kontribusi yang 
signifikan dalam mendorong 
pem  bangunan proyek tersebut.

“Kami tidak mengerti maksud-
nya pemberian hak istimewa itu. 
Kami tidak merasa mendapatkan 
perlakuan maupun hak istimewa 
dari pemerintah. Kami justru 
mempertanyakan keseriusan pe -
merintah dalam mendukung 
pembangunan infrastruktur kare-
na regulasi terkait pengadaan la -
han hingga kini belum direalisa-
sikan,” ujarnya.

Jadi penghambat
Di tempat terpisah, Managing 

Director Senior Economist and 
Go  vernment Relations Head Stan-
dard Chartered Bank Fauzi Ichsan 
menilai otonomi daerah menjadi 
satu faktor penghambat pemba-
ngunan infrastruktur di Indonesia 
seiring dengan pendelegasian 
da  ri pemerintah pusat untuk 
pembangunan sejumlah infra-
struktur di daerah.

Pendelegasian dari pemerintah 
pusat tersebut di antaranya ter-
kait dengan pembangunan infra-
struktur yang diserahkan kepada 
pemerintah provinsi maupun 
pemerintah kabupaten/kota.

Kondisi tersebut, men dorong 
terciptanya pembangunan infra-
struktur daerah yang tidak mera-
ta di sejumlah bi  dang seperti 
jalan, jembatan, pe  nyediaan lis-
trik, pelabuhan, dan bandara 
karena kemampuan masing-ma-
sing daerah yang berbeda.

“Berdasarkan penelitian kami 
pada era pertengahan 90-an, ba -
nyak daerah yang tidak mampu 
membangun infrastruktur. Se -
iring dengan pertumbuhan eko-
nomi ma  sing-masing daerah, 
pem bangunan infrastruktur di 
daerah sangat membutuhkan 
dukungan dari pemerintah pu -
sat,” katanya dalam paparan la -
poran Khusus Standard Chartered 
mengenai Kendala Infrastruktur 
di Indo  nesia, kemarin.

Menurut dia, masih buruknya 
kondisi infrastruktur di Tanah Air 
sangat menghambat pertumbuh-
an ekonomi yang hanya pada ki -
saran 6% per tahun, padahal po -
tensi pertumbuhannya bisa men-
capai 8% per tahun. (06/ZUFRIZAL) 

(wulandari@bisnis.co.id/irsad.sati@
bisnis.co.id)

• Minimnya infrastruktur Hal. 2

Kualitas infrastruktur di sejumlah negara di Asia
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Berdasarkan standar internasional, skor kualitas infrastruktur yang efisien adalah 7
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KANAL

Thailand tumbuh 7,8%
BANGKOK: Thailand mencatatkan per-

tum buhan produk domestik bruto sebesar 
7,8% pada 2010, tertinggi sejak 1995, dan 
diprediksi meningkat di kisaran 3,5% hing-
ga 4,5% pada 2011. 

National Economic and Sosial Deve lop-
ment Board (Bappenas Thailand), dalam 
laporannya kemarin, menyebutkan produk 
domestik bruto (PDB) selama kuartal 
IV/2010 naik 1,2% dari kuartal sebelumnya 
yang minus 0,3% karena dorongan ekspor 
dan belanja konsumen.

“Momentum pertumbuhan ekonomi akan 
berlanjut pada tahun ini. Bank sentral di -
per kirakan menaikkan suku bunga lebih lan-
jut untuk menjinakkan tekanan harga,” tu -
tur Arkhom Termpittayapaisith, Sekjend 
Bap  penas Thailand, setelah merilis laporan 
itu. (BLOOMBERG/DEA)

Presiden ECB harus peka
PARIS: Kandidat Presiden Bank Sentral 

Eropa (European Central Bank/ECB) untuk 
menggantikan Jean-Claude Trichet diharus-
kan mampu beraksi dan peka terhadap si -
tuasi darurat, serta memiliki pandangan 
jangka panjang. 

“Semua Presiden bank sentral, Gubernur 
bank sentral, perlu mempunyai kepekaan 
terhadap kondisi jangka panjang pada saat 
bersamaan. Pasalnya, kami dituntut untuk 
menjamin stabilitas harga dalam jangka 
panjang,” jelas Trichet dalam siaran radio 
Europe 1, kemarin. 

Masa jabatan Trichet selama 8 tahun, 
berakhir pada Ok  to ber 2011. Bursa pencalo-
nan penggantinya mu  lai terbuka lebar sejak 
bulan ini karena kandidat utama, Axel 
Weber, mengumumkan rencana pengun-
duran diri sebagai Pre siden Bank Sentral 
Jerman (Bun des bank). (BLOOMBERG/DEA) 

Industri Eropa tumbuh cepat
FRANKFURT: Industri jasa dan manufak-

tur Eropa tumbuh dengan laju tercepat se -
jak lebih dari 4 tahun terakhir selama Feb-
ruari 2011. 

Indeks gabungan yang hasilnya diambil 
berdasarkan survei Markit Economics ter-
hadap daya beli di kawasan euro untuk ke -
dua industri tersebut meningkat hingga 
58,4 pada Februari dari bulan sebelumnya 
57. Indeks ini tertinggi sejak Juli 2006.

“Pertumbuhan telah terakselerasi dengan 
tajam sejak menyentuh rekor terendah 
pa        da Oktober 2011. Manufaktur terus me -
mimpin pemulihan,” tulis Markit, kemarin. 
(BLOOMBERG/DEA)

BLOOMBERG 

BEIJING: Pemerintah 
China khawatir dampak 
negatif pergolakan poli-
tik di Timur Tengah me -

nyebar ke negara itu 
sehingga mulai mem-

blokir akses pesan sing-
kat dan Internet yang 

berbau tuntutan 
demokrasi. 

Selama akhir pekan lalu, se -
jumlah pesan singkat (short mes-
sages service/sms) disirkulasikan 
melalui Internet di China oleh 
sebuah pergerakan bernama 
Revolusi Melati (Jasmine Revo-
lution). 

Isi pesan itu mendesak pen-
duduk melakukan unjuk rasa di 
13 kota utama menuntut makan-
an, pekerjaan, rumah, dan keadi-
lan. Namun, kemarin, setiap sms 
yang menuliskan kalimat Jas-
mine Revolution dalam bahasa 
China tidak dapat dikirimkan ke 
jaringan China Mobile Ltd di 
Beijing. 

Ketika melakukan pencarian 

kata Libia dalam bahasa China di 
layanan microblogging paling 
populer Sina Corp, hasilnya juga 
nihil. Hasil yang sama juga ter-
jadi pada layanan microblogging 
Tencent Holdings Ltd dan Net-
Ease.com Inc. 

Kalangan analis menilai aksi 
blokir tersebut menunjukkan ke -
khawatiran para pemimpin China 
bahwa sejumlah kondisi yang 
memicu protes di Timur Tengah 
berpotensi hidup di negara ber-
populasi terpadat di dunia itu.

Selama 6 dekade terakhir, Ne -
geri Panda dipimpin oleh pe  me-
rintah otoriter. China juga diha-
dapkan pada persoalan ketim-
pangan sosial antara penduduk 
miskin dan kaya serta angka 
pengangguran tinggi di antara 
para lulusan perguruan tinggi.

“China merupakan satu-satu-
nya ekonomi utama di Asia yang 
belum mengalami perubahan po -
litik selama bertahun-tahun. Se -
jumlah katalis akan muncul. 
Pemicunya bisa harga pangan 
atau standar hidup rakyat yang 
tidak membaik,” tutur William 
Belchere, Global Chief Economist 
Mirae Asset Securities di Hong 
Kong, kemarin.

Akhir pekan lalu, protes terjadi 

di sejumlah kota, termasuk Bei-
jing, Shanghai, dan Guangzhou. 
Berbagai TV asing menayangkan 
bentrokan polisi dengan sejum-
lah demonstran. Sejumlah peng-
unjuk rasa yang melakukan per-
lawanan diboyong ke dalam ta -
hanan.

Koran South China Morning 
Post melaporkan lebih dari 20 
kota, termasuk Tianjin, Guan g-
zhou dan 
Cheng  du, mem-
perketat ke -
amanan, se -
dangkan uni-
versitas di 
Shaanxi dan 
Jiangsu mela-
rang mahasis-
wa keluar dari 
kampus.

Zhou Yong-
kang, anggota 
Standing Committee Politbiro 
China, mendesak pemerintah 
me  redakan konflik sosial sese ge-
ra mungkin. Di Guangzhou, seki-
tar 500 polisi tidak berseragam 
resmi menjaga gerbang taman-
taman dan jalan keluar terminal 
transportasi perkotaan. 

Bila dibandingkan dengan per-
golakan Timur Tengah, skala 

pro tes di China tergolong kecil di 
tengah total penduduk 1,3 miliar 
jiwa. Apalagi, informasi dikenda-
likan pemerintah dan Partai Ko -
munis berhasil mendorong per-
tumbuhan ekonomi.

Geser Jepang
Produk domestik bruto (PDB) 

telah meningkat lebih dari 90 
kali lipat sejak permulaan refor-

masi ekonomi 
pada lebih dari 
3 dekade lalu. 
Pada 2010, eko-
nomi negeri ini 
bahkan meng-
geser Jepang 
sebagai yang 
terbesar ke dua 
di dunia.

M e n u r u t 
Willy Wo-Lap, 
akademisi ilmu 

sejarah dari Chi nese Uni ver sity of 
Hong Kong, Revolusi Melati tidak 
men jadi ancaman besar bagi pe -
merintah saat ini. Perbedaan be -
sarnya, di China, kelas berpendi-
dikan atau profesional merasa 
di  untungkan reformasi 32 tahun. 

Rekor harga pangan global dan 
tingginya angka pengangguran 
menyulut protes yang menggu-

lingkan rezim Presiden Tunisia 
Zine El Abidine Ben Ali dan Pre-
siden Mesir Hosni Mubarak. 

Human Rights Watch mencatat 
lebih dari 200 orang telah tewas 
di Libia saat pasukan keamanan 
menekan demonstrasi antipeme-
rintah. Kekerasan juga pecah di 
Iran, Yaman, dan Bahrain.

Harga minyak mentah mening-
kat 2,2% setelah anak Pemimpin 
Libia Muammar Qaddafi meng-
ingatkan bahwa perang sipil da -
pat mengganggu cadangan mi -
nyak negara. 

Untuk pengiriman April, harga 
minyak naik US$1,99 menjadi 
US$91,70 per barel di transaksi 
elektronik New York Mercantile 
Exchange.

Selain mengantisipasi dampak 
dari pergolakan politik di sejum-
lah negara Timur Tengah yang 
menuntut perubahan rezim 
pemerintahan, dari sisi ekonomi 
Pemerintah China juga mengkha-
watirkan terjadinya krisis keu-
angan di negara itu.

Untuk mengantisipasi hal itu, 
bank sentral China, kemarin, 
meminta sejumlah perbankan 
terbesar di negara itu agar ber-
operasi lebih hati-hati. (DEA) 

 (redaksi@bisnis.co.id)

China waspadai krisis politik Timteng
Kesenjangan ekonomi bisa picu gejolak sosial di Negeri Panda

BLOOMBERG 

SYDNEY: BHP Billiton Ltd, per-
usahaan tambang terbesar di 
dunia, masih tertarik melakukan 
akuisisi, meskipun telah m  e -
nyiapkan US$80 miliar untuk pe -
ngembangan proyek perusahaan. 

Anadarko Petroleum Corp, per-
usahaan minyak yang berbasis di 
Texas dan memiliki nilai pasar 
US$40 miliar, serta Woodside 
Petroleum Ltd, produsen migas 
asal Australia bernilai pasar A$33 
miliar, telah disebut-sebut oleh 
sejumlah sumber sebagai target 
potensial akuisisi BHP.

“Siklus bisa berubah. Dalam 
waktu 6 bulan atau 1 tahun, hal-

hal lain dapat terjadi. Pasar migas 
sangat besar dan berbagai pelu-
ang dapat muncul pada masa 
mendatang,” jelas Marius Klop-
pers, CEO BHP Billiton, dalam 
program Inside Business yang 
ditayangkan TV ABC, kemarin. 

Pada tahun lalu, BHP gagal 
membeli produsen pupuk asal Ka -
nada, Potash Corp of Sas kat che-
wan Inc. Persoalan regulasi se  ring 
menghambat rencana akui sisi bis-
nis bijih besi BHP. Ken dala ini 
justru tidak terjadi un  tuk akuisisi 
bisnis tembaga, mi  nyak dan gas, 
serta kalium karbonat.

Perusahaan tambang yang ber-
basis di Melbourne, Australia ini 
memiliki kas sebesar US$16,1 

miliar. Berdasarkan rata-rata esti-
masi 17 ekonom yang disurvei 
Bloomberg, BHP akan menghasil-
kan pendapatan bersih US$21,7 
miliar selama 1 tahun hingga 
Juni 2011. 

Pada pekan lalu, Kloppers 
meluncurkan sebuah program 
pengembangan ladang minyak 
dan pertambangan BHP setelah 
tiga proyek investasi bernilai 
lebih dari US$100 miliar dihenti-
kan sejak 4 tahun yang lalu.

Kloppers memperkirakan kon-
disi di mana harga komoditas 
men julang tinggi dan memicu 
va  luasi aset yang sangat tinggi 
ti  dak bisa bertahan lama. 

Saham BHP menguat 22% 

pada 6 bulan lalu dan ditutup 
A$46,56 pada 18 Februari sehing-
ga memberi valuasi perusahaan 
senilai A$240 miliar. Harga lo -
gam di London naik hampir dua 
kali lipat dalam 2 tahun terakhir.

“Proyeksi kinerja sejumlah 
produk BHP, terutama bijih besi, 
tampak sangat bagus selama 9 
bulan mendatang. Mungkin da -
lam 2 tahun ke depan, tidak akan 
ada penambahan kapasitas yang 
besar, tetapi saya sangat yakin 
kami akan mencapai margin 
yang sehat,” tambahnya.

Harga meningkat
Rio Tinto Group, perusahaan 

tambang terbesar ketiga di dunia, 

pada 14 Februari memprediksi 
harga tembaga akan terus naik di 
tengah lonjakan permintaan. 

Menurut proyeksi Barclays 
Capital, defisit pasokan tembaga 
dunia mencapai 822.000 metrik 
ton pada 2011, lebih dua kali lipat 
dari defisit 2010. 

“Permintaan bijih besi, temba-
ga dan aluminium akan naik dua 
kali lipat pada 15 hingga 20 ta -
hun mendatang,” ujar Harry 
Kenyon-Slaney, CEO Rio Tinto 
unit mineral dan berlian, bebera-
pa waktu lalu.

Inflasi di sejumlah negara ber -
kembang juga mendorong ke -
naik an harga komoditas seperti 
logam mulia dan batu bara. (DEA) 

BHP Billiton bidik Anadarko dan Woodside

“China merupakan 
satu-satu nya ekono-

mi utama di Asia 
yang belum menga-

lami perubahan 
po  litik selama berta-

hun-tahun." 
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IDB nilai proyek BLK

JAKARTA: Islamic Development Bank (IDB)
tengah melakukan penilaian terhadap ren-
cana pemberian pinjaman senilai US$42,7
juta kepada Pemerintah Indonesia untuk
membiayai proyek revitalisasi Badan Latihan
Kerja.

Direktur Pendanaan Luar Negeri Multi-
lateral Bappenas Dewo Broto Joko Putranto
mengungkapkan utusan dari IDB berkunjung
ke Bappenas kemarin untuk menilai kela-
yakan pinjaman yang diajukan pemerintah.  

Seusai menerima kunjungan itu, dia me-
ngatakan pinjaman tersebut akan digunakan
untuk merevitalisasi 11 Balai Latihan Kerja
(BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia,
yaitu Banda Aceh, Medan, Solo, Bekasi, Ban-
dung, Serang, Semarang, Ternate, Samarinda,
Sorong, dan Makassar. 

Dia berharap revitalisasi 11 BLK yang ber-
naung di bawah Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi itu dapat berkontribusi
menekan jumlah pengangguran di Indonesia
yang jumlahnya saat ini mencapai 8,32 juta.
"Yang kerja di sektor informal juga bisa
masuk ke formal," ujarnya. (BISNIS/ACA)

Pemerintah serap Rp7,34 triliun

JAKARTA : Pemerintah berhasil menyerap
pembiayaan dari pasar domestik senilai
Rp7,34 triliun melalui penerbitan sukuk nega-
ra ritel seri SR-003 dengan jumlah investor
mencapai 15.487 orang.

Rahmat Waluyanto, Direktur Jenderal
Pengelolaan Utang, menjelaskan penjualan
sukuk ritel SR-003 dilakukan mulai 7-18
Februari melalui 20 agen penjual (11 bank
dan 9 perusahaan efek). Sukuk ritel bertenor
3 tahun tersebut mendapatkan imbalan
8,15% per tahun yang dibayarkan secara
bulanan.

"Hasil penjualan sebesar Rp7,34 triliun
atau 103,84% dari target awal seluruh agen
penjual sebesar Rp7,07 triliun atau 122,36%
dari target indikatif pemerintah sebesar Rp6
triliun,” ujar Rahmat dalam jumpa pers di
kantornya, kemarin

Berdasarkan evaluasi, Rahmat menilai ki-
nerja agen penjual masih kurang optimal,
meskipun realisasinya melampaui komitmen
awal. Hal ini terlihat dari jumlah investor yang
berkurang dan rata-rata penjualan agen pen-
jual yang lebih rendah dari rata-rata pen-
jualan SR-001 dan SR-002. (BISNIS/AGI)

Anggaran pertanian diminta naik 

BANDA ACEH: Anggota DPR Marzuki Daud
meminta menambah dana untuk pengem-
bangan pertanian guna meningkatkan pro-
duktivitas petani.

Wakil Ketua Tim Pemantau Pemerintahan
Aceh dan Papua itu mengatakan pemerintah
sebaiknya lebih konsentrasi pada peningkat-
an produksi pertanian dan menambah ang-
garan untuk perluasan lahan yang semakin
hari semakin menyempit akibat laju pertum-
buhan penduduk dan pembangunan infra-
struktur.

Dia mengatakan rendahnya anggaran bagi
sektor pertanian menyebabkan impor produk
pangan semakin hari semakin meningkat,
seperti besar. Pada tahun ini, pemerintah
diperkirakan akan kembali mengimpor
800.000 ton beras. 

Data Departemen Pertanian Amerika Seri-
kat menyebutkan Indonesia berada di nomor
urut keempat sebagai negara pengimpor
beras setelah Nigeria, Filipina, dan Arab
Saudi. Masuknya Indonesia dalam kelompok
negara pengimpor beras terbesar itu akibat
tingginya permintaan masyarakat yang tidak
seimbang dengan hasil produksi beras
nasional. (ANTARA)

DINAMIKA

PERCEPATAN 
PEMBANGUNAN:
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (tengah) berbin-
cang dengan Wakil Presiden
Boediono (kiri) dan Menko
Perekonomian Hatta Rajasa
seusai membuka Rapat
Kerja Pemerintah di Istana
Kepresidenan Bogor, Bogor,
Jawa Barat, kemarin. Rapat
Kerja Pemerintah yang diiku-
ti oleh Menteri Kabinet Indo-
nesia Bersatu II, gubernur
seluruh Indonesia, para pim-
pinan BUMN, Komite Eko-
nomi Nasional serta Komite
Inovasi Nasional tersebut
membahas rencana induk
percepatan pembangunan.

PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN: Seorang
Ibu dan anaknya berjalan di atas rel yang bersebelahan dengan
kawasan permukiman kumuh di Kampung Bandan, Jakarta,
belum lama ini.  Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Salsiah
Alisjahbana mengatakan tingkat kemiskinan menjadi salah
satu alat ukur kualitas pertumbuhan ekonomi.

MMaattaa  uuaanngg 1144--2200  FFeebb..  2211--2277  FFeebb.. ((--  //  ++))

Dolar AS 8.932,25 8.901,00 -31,25
Dolar Australia 9.045,47 8.947,29 -98,18
Dolar Brunei 7.012,01 6.962,06 -49,95
Dolar Kanada 8.999,52 9.021,53 22,01
Yuan China 1.356,07 1.350,76 -5,31
Kroner Denmark 1.636,15 1.618,06 -18,09
Euro 12.198,77 12.063,53 -135,24
Dolar Hong Kong 1.147,38 1.142,51 -4,87
Rupee India 196,49 195,82 -0,67
Poundsterling Inggris 14.379,14 14.349,84 -29,30
Yen Jepang (100) 10.850,97 10.662,18 -188,79
Won Korea 8,06 7,96 -0,10
Dinar Kuwait 31.889,12 31.743,94 -145,18
Ringgit Malaysia 2.941,02 2.921,71 -19,31
Kyat Myanmar 1.391,32 1.386,45 -4,87
Kroner Norwegia 1.548,53 1.546,07 -2,46
Rupee Pakistan 104,67 104,44 -0,23
Peso Filipina 205,15 204,20 -0,95
Riyal Saudi Arabia 2.381,74 2.373,41 -8,33
Dolar Selandia Baru 6.901,50 6.732,36 -169,14
Dolar Singapura 7.012,56 6.961,74 -50,82
Rupee Sri Lanka 80,52 80,37 -0,15
Kroner Swedia 1.386,34 1.382,69 -3,65
Franc Swiss 9.319,23 9.278,64 -40,59
Baht Thailand 290,69 290,45 -0,24

SSuummbbeerr:: Kementerian Keuangan

PPeelluunnaassaann  bbeeaa  mmaassuukk  ((2211--2277  FFeebb..  22001111))

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Kurs rupiah
sebagai dasar pelunasan
bea masuk yang berlaku
untuk periode 21-27 Feb-
ruari 2011 ditetapkan se-
besar 8.901,00 atau me-
nguat dibandingkan de-
ngan pekan sebelumnya
Rp9.932/US$.

Penetapan kurs rupiah

ini berdasarkan Surat Ke-
putusan Menteri Keuang-
an No. 89/KM.01/2011
tertanggal 21 Februari
2011 dan berlaku sebagai
dasar pelunasan bea ma-
suk, pajak pertambahan
nilai barang dan jasa,
pajak penjualan atas ba-
rang mewah, pajak eks-
por, dan pajak penghasi-
lan. (ESU)

Kurs bea masuk
Rp8.901,00/US$

BISNIS/RAHMATULLAH

Minimnya infrastruktur dorong inflasi
Laju indeks harga pada 2011 bisa capai 7%

OLEH AGUST SUPRIADI 
Bisnis Indonesia 

JAKARTA: Kondisi
infrastruktur yang

menyebabkan sistem
distribusi barang di

Tanah Air sangat buruk
menjadi faktor pendo-
rong inflasi yang cukup

besar dari tahun ke
tahun. 

”Inflasi di Indonesia tidak ter-
lepas dari kondisi infrastruktur
yang parah. Dan semakin diper-
parah dengan cuaca yang tidak
menentu,” ujar Ekonom Senior
Standard Chartered Fauzi Ichsan
di sela-sela acara Paparan Eko-
nomi Seputar Kendala Infrastruk-
tur Indonesia, kemarin. 

Dia mengatakan pada 2010,
inflasi sebesar 6,96% disumbang
oleh inflasi pangan akibat anom-
ali cuaca. Standard Chartered
memperkirakan inflasi karena
harga makanan, pada semester

I/2011 bisa mencapai 7,5%, tetapi
pada semester II/2011 akan turun
lagi ke kisaran 6,5%-7%. 

Dengan kondisi infrastruktur
yang masih buruk, ditambah
dengan kenaikan harga komodi-
tas akibat buruknya sistem dis-
tribusi, belum lagi pembatasan
BBM bersubsidi, Fauzi mem-
perkirakan inflasi tahun 2011 bisa
menembus 7%.

“Memang harus dilihat inflasi
kota per kota di Indonesia.
Namun, inflasi tinggi biasanya
terjadi di daerah-daerah yang
infrastrukturnya tidak memadai.
Di Papua misalnya, bisa lebih
tinggi laju inflasinya daripada di
Jawa,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat inflasi bulanan Januari
2011 sebesar 0,89%. Dari 66 kota,
62 kota mengalami inflasi dan 4
kota mengalami deflasi. Inflasi
tertinggi terjadi di Padang 3,7%
dan Sibloga 2,6%, terendah di
Manokwari 0,07%.

Lebih jauh Fauzi mengatakan
buruknya infrastruktur juga men-
gakibatkan daya saing sektor
manufaktur Indonesia menjadi

relatif rendah.
“Intinya, pembangunan infra-

struktur memegang peranan pe-
nting bagi Indonesia agar dapat
mengatasi inflasi. Hal ini juga se-
iring dengan usaha Indonesia
menurunkan tingkat kenaikan
harga pada level yang sama de-
ngan negara-negara tetangga di
Asia Tenggara,” ujarnya.

Meski secara nominal belanja
pemerintah untuk pembangunan
infrastruktur terus meningkat
dari tahun ke tahun, porsi belanja
infrastruktur terhadap total be-
lanja pemerintah dalam APBN
masih saja di bawah 10%. 

Fauzi Ichsan menilai kebijakan
ini mengakibatkan pembangun-
an infrastruktur belum meng-
alami kemajuan seperti yang di-
harapkan, sehingga berujung pa-
da perekonomian Indonesia yang
belum tumbuh pada potensinya,
yakni sebesar 8% per tahun.  

“Selama 10 tahun terakhir,
pembangunan infrastruktur ber-
gerak lambat dan sangat bergan-
tung pada anggaran belanja
pemerintah,” tambahnya.

Di sisi lain, pembangunan

infrastruktur di Indonesia baik
pada angkutan darat, laut, udara
serta infrastruktur pembangkit
tenaga listrik selama ini belum
merata dan masih terkonsentrasi
di Pulau Jawa.

“Pembangunan infrastruktur
selama ini juga masih terkonsen-
trasi di Pulau Jawa, di mana ter-
dapat 59% dari total jumlah pen-
duduk Indonesia dan menyum-
bang 58% dari jumlah PDB In-
donesia,” tambah Ekonom Stan-
dard Chartered Eric Alexander
Sugandi. 

Laporan khusus Standard
Chartered Perihal Kendala Infra-
struktur Indonesia yang diluncur-
kan hari ini mengungkapkan
dampak pembangunan infra-
struktur di sektor transportasi
dan listrik terhadap perekonomi-
an Indonesia. 

Partisipasi swasta
Dalam laporan khusus itu,

perekonomian Indonesia berpo-
tensi tumbuh di kisaran 7,1-7,6%
selama 2011-2014 dengan bebera-
pa catatan. Pertama, jika peme-
rintah meningkatkan belanja in-

frastruktur khususnya untuk
transportasi sebesar 20% per
tahun. Kedua, jika partisipasi
swasta dalam pembangunan in-
frastruktur mencapai 50% dari
apa yang dibutuhkan. 

Sementara itu, jika PT Perusa-
haan Listrik Negara (PLN) me-
ningkatkan belanja modal menja-
di 20%, pembangunan infra-
struktur di sektor listrik diperki-
rakan bisa memacu pertumbuh-
an PDB di kisaran 6,5%-7,5%
dalam periode 2011-2014. 

Untuk tahun ini, pemerintah
telah mengalokasikan belanja
infrastruktur sebesar Rp126 tri-
liun atau sekitar 10% dari total
belanja pemerintah dalam APBN
2011 yang sebesar Rp1.229,6 tri-
liun. 

Secara terpisah, Rahmat Walu-
yanto, Direktur Jenderal Pengelo-
laan Utang, mengatakan pemer-
intah akan mencari pembiayaan
proyek-proyek infrastruktur dari
pasar domestik dengan  merenca-
nakan penerbitan dua seri obli-
gasi syariah atau sukuk negara
berbasis infrastruktur. (14) (agust.
supriadi@bisnis.co.id)

SPN syariah bertenor 1 tahun
akan diterbitkan

OLEH AGUST SUPRIADI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pemerintah berencana
menerbitkan surat perbendaharaan
negara (SPN) syariah bertenor 1 ta-
hun dan mempelajari kemungkinan
penerbitan SPN regular bertenor di
bawah 1 tahun guna mengelola li-
kuiditas perbankan. 

Rahmat Waluyanto, Direktur Jen-
deral Pengelolaan Utang, meng-
ungkapkan rencana penerbitan SPN
syariah tengah dipersiapkan ber-
sama dengan bank sentral. Untuk
itu, Bank Indonesia diminta dalam
waktu sebulan mempersiapkan in-
frastruktur lelangnya. 

“Karena selama ini infrastruk-
turnya digunakan untuk lelang SPN
regular. Kan SPN ada diskon. Nah
apakah untuk SPN syariah ini bisa
diberikan diskon juga. Kalau BI
[Bank Indonesia] bisa lebih cepat,
maka kami bisa lebih cepat menen-
tukan jadwal penerbitannya,” ujar
Rahmat, dalam jumpa pers di kan-
tornya, kemari.   

Menurutnya, rencana tersebut
dilakukan guna memenuhi per-
mintaan pasar atas instrumen surat
berharga syariah negara (SBSN)

jangka pendek yang cukup besar.
Kebijakan tersebut juga dalam rang-
ka pengelolaan dana di bank-bank
syariah komersial dan juga pengelo-
laan dana pemerintah di BI.

“Selama ini mereka pakai SBI
[sertifikat Bank Indonesia] syariah.
Meskipun sekarang BI punya ba-
nyak instrumen untuk mengelola
moneter, tapi dengan adanya SPN
syariah, nantinya akan mempermu-
dah lagi untuk itu,” tuturnya. 

Selain itu, lanjutnya, pemerintah
juga tengah mempelajari penerbitan
obligasi negara jangka pendek den-
gan tenor di bawah 1 tahun. Hal ini
untuk mengimbangi kebijakan BI
yang untuk sementara ini tidak
menerbitkan SBI dengan tenor di
bawah 9 bulan.

“Untuk T-bills di bawah 1 tahun
kami masih bicarakan. Untuk se-
mentara BI tidak menerbitkan SBI [9
bulan ke bawah]. Nah, untuk bench-
marking, memang ada masalah di
situ. Akan ada jalan keluar, tetapi
belum final,” jelasnya.

Lelang sukuk
Pada kesempatan yang sama,

Direktur Pembiayaan Syariah Dah-
lan Siamat mengungkapkan pemer-

intah berencana menggelar lelang
lima seri sukuk negara pada 3 Maret
mendatang dengan target indikatif
sebesar Rp1 triliun. 

Sukuk-sukuk tersebut, a.l. IFR05
bertenor 6 tahun dengan kupon 9%,
IFR07 bertenor 14 tahun dengan
kupon 10,25%, IFR06 bertenor 19
tahun dengan kupon 10,25%.

“Lalu ada penerbitan baru atau
new issues, yakni IFR09 dengan
tenor 10 tahun dan IFR10 dengan
tenor 20 tahun,” ungkapnya.  

Sebelumnya, Rahmat mengata-
kan pihaknya menjamin produk
sukuk negara ritel memiliki banyak
keunggulan dibanding produk lain-
nya.  

Keunggulan-keunggulan tersebut
pertama, produk ini sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Kedua,
bebas risiko gagal bayar. Ketiga,
bisa diperdagangkan, tidak seperti
deposito. Dan keunggulan ke-
empat, kuponnya lebih tinggi dari
deposito. 

“Orang tidak akan rugi kalau
pegang sukri [sukuk ritel] sampai
jatuh tempo. Selama dia pegang, dia
mendapat kupon yang dibayar se-
tiap bulan, jadi keuntungannya sa-
ngat luar biasa,” paparnya.

G-20 dorong investasi di sektor pertanian
OLEH AGUST SUPRIADI 

Bisnis Indonesia

JAKARTA: Menteri keuangan
dan gubernur bank sentral ne-
gara anggota G-20 mengingatkan
pentingnya investasi jangka pan-
jang di sektor pertanian negara
berkembang guna meredam ke-
naikan dan volatilitas harga ko-
moditas. 

Menteri Keuangan Agus D. W.
Martowardojo menuturkan perte-
muan menteri keuangan dan gu-
bernur bank sentral negara-nega-
ra G-20 pada 17-19 Februari 2011
di Paris, Prancis telah menghasil-
kan sejumlah keputusan. 

Antara lain, pentingnya G-20
bekerja sama dengan organisasi
internasional lain untuk mengeva-
luasi penyebab volatilitas harga
komoditas yang mulai menggang-
gu pemulihan ekonomi global.

“G-20 juga mengingatkan per-
lunya investasi jangka panjang di
sektor pertanian di negara ber-
kembang,” tulis Menkeu dalam
siaran persnya, kemarin.

Selain itu, tambahnya, Forum
G-20 juga mempertegas komit-
mennya untuk melakukan kebi-
jakan yang terkoordinasi guna
mencapai pertumbuhan ekonomi
yang kuat, berkelanjutan, dan
seimbang.

Dalam rangka mengatasi keti-
dakpastian global, para pimpinan
negara G-20 tersebut menyepa-
kati langkah melakukan penilai-
an atas ketidakseimbangan global
dengan menggunakan arahan
indikatif atas sejumlah indikator.

"Indikator yang meliputi public
debt, fiscal deficit, private saving,
private debt, trade balance, dan
net investment income flow dan
transfer. Penilaian akan dilaku-

kan melalui dua step process, dan
sebagai langkah pada tahap per-
tama,” tulisnya.

Dia menyebutkan pada April
diharapkan dapat dicapai kesepa-
katan atas panduan indikatif gu-
na menilai indikator-indikator
yang sudah disepakati.

Masalah mendasar
Menkeu menambahkan meski-

pun sistem ekonomi moneter saat
ini menunjukkan daya tahan ter-
hadap krisis, beberapa permasa-
lahan mendasar masih perlu di-
perbaiki agar diperoleh stabilitas
moneter yang lebih kuat. 

Untuk memperkuat sistem mo-
neter internasional, G-20 menye-
pakati program kerja yang meli-
puti pendekatan atas manajemen
arus modal dan likuiditas global.

Terakhir, negara anggota G-20
menyambut hasil kesepakatan

Cancun Climate Conference, khu-
susnya pembentukan Green Cli-
mate Fund dan akan membahas
mobilisasi sumber pendanaan,
baik dari publik maupun swasta,
bilateral dan multilateral, juga
sumber-sumber pembiayaan yang
inovatif sesuai dengan prinsip
UNFCCC (konferensi perubahan
iklim di bawah naungan PBB).

Sebelumnyam, sejumlah men-
teri keuangan dan gubernur bank
sentral dari forum kelompok ne-
gara G-20 sepakat untuk melaku-
kan monitoring secara lebih de-
kat terhadap ketidakseimbangan
ekonomi global guna mencegah
krisis pada masa depan.

Implementasi penyeimbangan
indikator-indikator tersebut, yang
bisa berkontribusi pada penyeim-
bangan ekonomi dunia diserahkan
kepada masing-masing negara.

“Ini tidak mudah. Ada berbagai

kepentingan berbeda," ujar Chris-
tine Lagarde, Menteri Keuangan
Prancis kepada wartawan setelah
memimpin pertemuan G-20 ting-
kat menteri keuangan dan guber-
nur bank sentral, akhir pekan
lalu.

Tujuan dari penetapan indika-
tor dini secara sukarela, sam-
bungnya, adalah menguji kebi-
jakan ekonomi dan mengetahui
seberapa jauh manfaatnya untuk
semua negara. Selain itu, per-
ingatan dini itu juga dibangun ti-
dak hanya berdasarkan pada ke-
bijakan ekonomi domestik.

Dalam pernyataan bersama,
kelompok yang beranggotakan
20 negara dengan perekonomian
terbesar di dunia itu menilai pe-
mulihan ekonomi global tengah
menguat, tetapi masih tidak me-
rata dan masih ada sejumlah
downside risk.

ANTARA/WIDODO S. JUSUF
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Merger genjot modal BPD
JAKARTA: Asosiasi Bank Pembangunan 

Daerah (Asbanda) menilai mekanisme mer-
ger sebagai pilihan paling tepat dalam me -
nguat kan manajemen permodalan bank 
pem bangunan daerah. 

Namun, untuk merealisasikan langkah 
ter sebut, bank pembangunan daerah (BPD) 
ter kendala izin pemerintah daerah sebagai 
pemegang saham.

Sekjen Asbanda Muljanto menjelaskan 
mekanisme merger merupakan keinginan 
asosiasi untuk mendorong peningkatan 
aset sekaligus permodalan bank daerah. 
Na  mun, lanjutnya, pemegang saham belum 
mem berikan respons yang positif terkait 
dengan rencana tersebut.

“Kalau BPD bisa merger, aset akan 
masuk empat besar sehingga penyaluran 
kredit pun bisa lebih besar dan dari sisi per-
modalan tidak akan ada ma  sa lah. Untuk 
merealisasikan itu kan juga harus men dapat 
izin pemegang saham. Salah satu pertim-
banganya dengan adanya mer ger nanti rasa 
kepemilikan daerah terhadap bank bisa 
hilang,” ujarnya pekan lalu.

Dia menilai bank daerah lebih memilih 
me  lakukan penawaran saham perdana ( ini-
tial public offering /IPO) atau penerbitan 
su rat utang untuk menguatkan manajemen 
per modalan. (BISNIS /07)

Permata layani Trimegah 
JAKARTA: PT Bank Permata Tbk me -

nyiapkan layanan  sub account  untuk mem-
bantu PT Trimegah Securities Tbk meng-
administrasi dana nasabahnya.

Pada  28  Desember  2010, Badan Peng-
awas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 
me rilis aturan yang mewajibkan perusahaan  
efek  untuk  mengelola  dan mengadminis-
trasikan dana milik para nasabahnya secara 
terpisah dari dana milik perusahaan efek 
ter sebut.

Pengembangan  infrastruktur  juga  di  la-
ku  kan  bersama  dengan PT Kustodian Sen-
tral Efek Indonesia (KSEI) dalam upaya un -
tuk meningkatkan layanan kepada para  
investor.  

Direktur Wholesale Ban king Bank Per ma-
ta Roy Arfandy dan Di      rektur Tri megah 
Securities Henry  F. Ju  suf  dalam per   nya   -
taan bersamanya kemarin me  nyatakan 
kebijakan pengelolaan dan peng ad minis tra-
sian  dana  milik  nasabahnya secara terpi-
sah dari dana milik  perusahaan  efek  me -
mi  liki dampak yang positif.

Layanan  sub  account  Bank  Per   mata 
memberikan  solusi  bagi perusahaan  efek  
dan investor, setiap na  sabah diberikan 
sebuah nomor khusus  virtual  account ,  
yang   memudahkan nasabah membayar  ke 
per  usahaan efek, serta memudahkan pro-
ses rekonsiliasi. (BISNIS /MMH)

Rugi Bank Pundi bertambah
JAKARTA: PT Bank Pundi Tbk, semula PT 

Bank Eksekutif International Tbk, membu-
kukan rugi bersih ( unaudited ) pada 2010 
sebesar Rp274,68 miliar naik dibandingkan 
dengan rugi tahun sebelumnya sebesar 
Rp139,75 miliar ( audited ).

Berdasarkan data kinerja keuangan yang 
dilansir oleh Bank Indonesia, pendapatan 
bunga bersih perseroan turun menjadi 
Rp42,7 miliar dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya sebesar Rp86,53 miliar.

Padahal, harga saham Bank Pundi kema-
rin ditutup menguat 3,33% menjadi Rp155 
dibandingkan dengan akhir pekan lalu yang 
menjadikan berkapitalisasi pasar Rp926,32 
miliar.

Bank Pundi mengincar ekspansi kredit 
senilai Rp4,5 triliun pada tahun ini. Bank 
Pundi telah mendapatkan persetujuan 
penggunaan izin usaha baru melalui Surat 
Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 
12/58/KEP.GBI/2010 tertanggal 23 Sep tem-
ber 2010. Recapital Securities menggan-
deng pemodal asal Belanda, IF Services 
Netherlands BV, untuk menjadi pembeli 
siaga [standby buyer ) pada rights issue 
Bank Pundi yang menyerap dana Rp512,25 
miliar pada  tahun lalu. (BISNIS /MMH)

Laba Stanchart anjlok
JAKARTA: Laba bersih Bank Standard 

Chartered Indonesia pada 2010 anjlok 
66,4% menjadi Rp137,67 miliar ( unaudited ) 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
sebesar Rp409,83 miliar ( audited ).

Laporan keuangan yang dirilis oleh Bank 
Indonesia, kemarin menyebutkan Standard 
Chartered membukukan pendapatan bunga 
bersih (net interest income ) sebesar Rp1,18 
triliun atau menurun sekitar 21,33% dari 
2009 yang mencapai Rp1,5 triliun.

Selain itu, kinerja operasional selain 
bunga perseroan membukukan minus 
Rp504,10 miliar, yang merupakan selisih 
antara pendapatan sebesar Rp3,19 triliun 
dan beban sebesar Rp3,7 triliun. 

Meski, perseroan meraih laba operasional 
sebesar Rp684,49 miliar yang menurun 
25,32% dari tahun sebelumnya sebesar 
Rp916,63 miliar.

Selanjutnya pada kinerja non operasional, 
bank ini mencatatkan keuntungan sebesar 
Rp367 juta hasil dari penjualan aset tetap 
dan inventaris. Akumulasi kinerja operasion-
al dan non operasional menghasilkan laba 
tahun berjalan sebesar Rp684,85 miliar. 

Menurut laporan disebutkan sebagian 
laba, yakni sebesar Rp326 miliar ditransfer 
ke kantor pusatnya di Inggris. (BISNIS /20)
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KERJA SAMA PEMBIAYAAN DAN PE   MA SAR AN: 
Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita 
Yudhi (kiri ) bersama Direktur Utama PT Sarinah Jimmy M. 
Rifai Ghani (kedua kiri ) bersiap menandatangani naskah kerja 
sama disaksikan Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli 

(kedua kanan) dan Kepala Divisi BTN Syariah Mas Guntur 
Dwi S. di sela-sela HUT ke-36 Iwapi di Jakarta, kemarin. Kerja 
sama tersebut dalam hal pemasaran dan pembiayaan guna 
meningkatkan kapasitas pengusaha wanita Indonesia.

BISNIS/YAYUS YUSWOPRIHANTO

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Bank Indonesia (BI) 
mengimbau perbankan un  tuk tidak 
memberikan kredit da lam bentuk 
valuta asing secara ber lebihan. 

Langkah ini dilakukan mengingat 
masih besarnya likuiditas perbank-
an dalam mata uang asing.

“Kalau likuiditas valas yang ada, 
terlalu besar diberikan da  lam kredit 
itu juga tidak baik. Ka  mi menaikkan 
GWM [giro wajib minimum] valas 
agar da  pat mendorong bank mempu-
nyai manajemen yang baik da  lam 
mengatur likuiditas,” ujar Di  rektur 
Direktorat Penelitian dan Pengaturan 
Perbankan Wim    boh Santoso saat 
dihubungi Bisnis, pekan lalu.

Menurut Wimboh, dengan me -
nyetor GWM valas maka bank dapat 
memenuhi kebutuhan likuiditas 
apabila diperlukan suatu waktu. 
Lang  kah ini, jelas Wimboh dinilai 
perlu mengingat ekses likuiditas 
yang hanya disa lurkan untuk kredit 
akan tertanam dalam jangka waktu 
yang relatif lama. 

“Jangka waktu kredit rata-rata 
lebih lama dari jangka waktu sum-
ber dana, terutama dana dari short 
term capital inflow yang sewaktu-
wak  tu bisa pergi mendadak dan su -
lit diprediksi. Oleh karena itu lebih 
baik di  arah  kan untuk diserap mela-
lui aturan GWM valas yang dinaik-
kan,” tuturnya.

Dalam 3 tahun terakhir, Wim boh 
mengatakan kredit valas terus me -
nunjukkan pertumbuhan yang cu -
kup besar meski pada 2009 sempat 
ne  gatif. Kredit valas tumbuh sebesar 
30,7% pada 2008 kemudian mi  nus 


